


BAB IV
PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Pemberian Izin Sumbangan Pada Saat Bencana Alam Oleh BPBD Kota Medan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana alam yang tinggi. Letaknya yang berada di kawasan Ring of Fire (cincin api Pasifik) membuat wilayah ini rawan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Selain itu, kondisi geografis dan iklim tropis menyebabkan Indonesia juga rentan mengalami bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung. Dampak dari bencana alam yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian materil, tetapi juga menyangkut hilangnya nyawa, kerusakan infrastruktur, gangguan psikososial, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat yang terdampak. Dalam konteks inilah, keberadaan pengaturan hukum terkait bencana alam menjadi sangat penting untuk menjamin penanggulangan bencana yang sistematis, efektif, dan berkeadilan.
Pengaturan hukum mengenai bencana alam pada dasarnya mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara dan memberikan jaminan atas hak-hak dasar mereka, terutama dalam situasi darurat. Negara tidak dapat bersikap pasif atau hanya bertindak setelah bencana terjadi; justru, pengaturan hukum harus mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi-rekonstruksi. Hukum menjadi alat untuk membangun sistem yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga penanggulangan bencana, dan masyarakat sipil agar penanganan bencana tidak bersifat reaktif dan sporadis, tetapi berbasis perencanaan dan manajemen risiko yang terukur.
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Salah satu tonggak penting dalam pengaturan hukum bencana di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan responsif menuju pendekatan yang lebih preventif dan partisipatif. Penanggulangan bencana tidak lagi dipandang semata sebagai tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat, dunia usaha, dan lembaga nonpemerintah. Dalam kerangka hukum ini, dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan koordinatif lintas sektor.
Pengaturan hukum bencana juga mencakup aspek kelembagaan, pembiayaan, hak dan kewajiban masyarakat, standar operasional penanganan, serta tata kelola bantuan kemanusiaan. UU No. 24/2007 dan peraturan turunannya memberikan kerangka normatif yang jelas bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk dalam hal pengumpulan dan penyaluran bantuan, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Selain itu, hukum juga mengatur mekanisme tanggung jawab pidana dan perdata apabila terjadi kelalaian, penyimpangan, atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penanganan bencana.
Namun demikian, meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup memadai, tantangan masih banyak dijumpai dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum terkait bencana, baik di tingkat pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan zonasi rawan bencana, kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan mitigasi, hingga lemahnya pengawasan terhadap kegiatan penggalangan dana yang tidak memiliki izin resmi. Semua hal ini menunjukkan pentingnya penguatan aspek penegakan hukum, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.
Di sisi lain, pengaturan hukum bencana juga perlu terus dikembangkan agar adaptif terhadap perkembangan zaman dan kompleksitas risiko bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim, urbanisasi, dan degradasi lingkungan. Hukum harus mampu merespons dinamika global seperti kebijakan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030), integrasi teknologi dalam sistem peringatan dini, serta perlindungan hukum bagi relawan dan penyintas bencana. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi hukum dan pembaruan regulasi yang tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga holistik dan kolaboratif.
Dengan memahami pentingnya pengaturan hukum dalam konteks bencana alam, maka menjadi jelas bahwa hukum bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen keadilan dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak. Melalui hukum, negara hadir untuk menjamin hak-hak warga dalam situasi paling rentan sekalipun. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap regulasi, implementasi, dan tantangan dalam pengaturan hukum bencana menjadi sangat relevan dalam rangka mewujudkan penanggulangan bencana yang manusiawi, berkelanjutan, dan berbasis keadilan sosial.
a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana Alam
Pengertian Bencana Menurut UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Jenis-jenis Bencana Menurut UU Ini (Pasal 1 Ayat 2–4):
1. Bencana Alam Disebabkan oleh peristiwa alam: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor.
2. Bencana	Non-Alam,	Akibat	kegagalan	teknologi, epidemi, pandemi, pencemaran lingkungan.
3. Bencana Sosial, Akibat konflik antarkelompok atau antarkomunitas.
Lembaga Terkait (diatur dalam UU ini):
· BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) – tingkat nasional
· BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) – provinsi dan kabupaten/kota
b. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Bencana Alam Definisi Bencana dalam Perpres No. 17/2018
Perpres ini mengadopsi rumusan umum tentang bencana dari UU No. 24 Tahun 2007, yang berbunyi:
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Meskipun Perpres ini tidak memberikan definisi spesifik hanya untuk “bencana alam”, namun dalam konteks penanggulangan bencana, istilah tersebut mencakup semua bencana yang sesuai dengan klasifikasi UU:
Bencana Alam: disebabkan oleh faktor alam (gempa bumi, tsunami, banjir, dll.)
· Bencana Non-Alam: seperti kegagalan teknologi, epidemi
· Bencana Sosial: misalnyakonflik, teror Penjelasan Definisi
1. Cakupan Definisi Termasuk peristiwa tunggal maupun serangkaian peristiwa yang membawa risiko luas bagi masyarakat.
2. Faktor Penyebab, Bencana dapat berasal dari alam, non-alam (teknologi, penyakit), atau aktivitas manusia.
3. Dampak yang Ditimbulkan
a. Korban jiwa manusia
b. Kerusakan lingkungan
c. Kerugian material
d. Masalah psikologis pada individu dan masyarakat 
Kesimpulan Singkat :
1. Perpres No. 17/2018 tidak mengubah atau menambah pengertian bencana dari UU No. 24/2007.
2. Bencana alam termasuk dalam definisi luas bencana tersebut, dan dibedakan berdasarkan penyebab utamanya (alam).
3. Perpres ini lebih berfokus pada aspek penyelenggaraan (tata kelola) dalam kondisi bencana tertentu, bukan pada definisinya.
c. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024, Tentang Bencana Alam
Definisi Bencana Alam dalam Permen (mengacu pada Pasal 1)
Permen yang mengatur definisi bencana, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024, mencantumkan: Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Definisi ini konsisten dengan yang ada dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Pasal 1)
Penyesuaian Tema Lingkup Permen
Permen-permen teknis—seperti di lingkungan Kementerian PUPR atau KLHK, sering mengadopsi definisi standar dari UU tersebut, kemudian menyesuaikannya dengan fokus sektoral, misalnya:
· Permen PUPR: kaitannya dengan mitigasi atau darurat akibat air
· Permen KLHK: terkait perlindungan lingkungan dari risiko bencana Namun inti definisi bencana alam tetap sama, yakni fokus pada peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
d. Pergub Sumatera Utara No. 24 Tahun 2019, Tentang Bencana Alam
Tentang: Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Tanggal: Ditandatangani 13 Mei 2019, berlaku 16 Mei 2019 Rincian pokok:
Penetapan daerah rawan bencana
· Mekanisme penanganan darurat bencana
· Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Konteks: Pergub ini adalah petunjuk teknis untuk mengimplementasikan ketentuan dalam Perda No. 8 Tahun 2013, jadi lebih menitikberatkan pada praktik operasional di lapangan.
1. Pergub Sumatera Utara No. 45 Tahun 2023
Tentang: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 2023–2027
· Ditandatangani 4 September 2023, diundangkan dan berlaku sejak 18 September 2023.
· Disusun oleh BPBD Provinsi Sumatera Utara.
· Fokusnya pada perencanaan strategis jangka menengah untuk menghadapi berbagai ancaman bencana (alam, sosial, non-alam).
Isi strategis mencakup:
· Kajian kerentanan dan mitigasi
· Rencana kontinjensi dan zonasi darurat
· Penguatan koordinasi antar wilayah dan lembaga (termasuk penempatan pos darurat)
2.	Peraturan Wali Kota Medan No. 55 Tahun 2018
Tentang: Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana
· Ditandatangani: 16 Agustus 2018
· Isi pokok: Merupakan pedoman operasional BPBD Kota Medan dalam melaksanakan Perda No. 2/2018, mencakup:
· Pemberian bantuan dan sumbangan,
· Penanganan darurat bencana,
· Pehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana
3.	Perwal Kota Medan No. 2 Tahun 2018, Tentang: Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Ditandatangani: 16 Januari 2018
· Isi pokok:
a. menjabarkan tugas, fungsi, serta struktur organisasi BPBD,
b. menetapkan istilah-istilah penting terkait penanggulangan bencana, termasuk bencana alam.

B. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Memungut Sumbangan Pada Saat Terjadi Bencana Alam Di Kota Medan.
Bencana alam merupakan peristiwa yang tak terduga dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologis. Pada saat bencana terjadi, kebutuhan akan bantuan segera menjadi sangat mendesak untuk meringankan beban korban dan mempercepat proses pemulihan. Salah satu bentuk dukungan yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah penggalangan dana atau sumbangan. Namun, tidak jarang penggalangan dana tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur perizinan resmi dari pemerintah. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan, baik dari sisi hukum, sosial, maupun pengelolaan bantuan bencana.
Salah satu alasan utama mengapa masyarakat menggalang sumbangan tanpa izin adalah karena situasi darurat yang membutuhkan respon cepat dan sigap. Dalam kondisi bencana, waktu menjadi faktor kritis yang menentukan keberhasilan bantuan. Masyarakat yang terdampak maupun relawan merasa terdorong untuk segera bertindak tanpa menunggu proses administratif yang dianggap memakan waktu. Dorongan kemanusiaan yang kuat untuk segera membantu korban menjadi prioritas utama, sehingga prosedur perizinan sering kali dianggap sebagai hambatan yang memperlambat proses penggalangan dana.
Selain itu, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai aturan hukum yang mengatur pengumpulan sumbangan selama bencana alam menjadi faktor penting lainnya. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa penggalangan dana tanpa izin dari pihak berwenang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, serta berpotensi menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan dari donatur maupun penerima manfaat. Ketidaktahuan ini diperparah oleh minimnya edukasi yang menyasar kelompok masyarakat yang aktif melakukan penggalangan dana, sehingga prosedur perizinan menjadi sesuatu yang asing dan kurang dipahami secara menyeluruh.
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan organisasi resmi yang menangani bencana. Dalam beberapa kasus, masyarakat merasa bahwa bantuan resmi dari pemerintah atau lembaga kemanusiaan belum cukup cepat atau belum merata distribusinya. Hal ini mendorong masyarakat atau kelompok lokal untuk melakukan penggalangan dana secara mandiri sebagai upaya mengisi kekurangan tersebut. Penggalangan dana tanpa izin kemudian menjadi jalan alternatif yang dianggap lebih efektif dan langsung menyentuh kebutuhan korban bencana.
Prosedur perizinan yang dianggap rumit dan birokratis juga turut menjadi alasan masyarakat enggan menunggu izin resmi sebelum menggalang sumbangan. Proses administratif yang panjang, persyaratan yang kompleks, dan kurang responsifnya layanan perizinan kerap kali menimbulkan frustrasi bagi para penggalang dana. Dalam kondisi bencana yang penuh tekanan, masyarakat lebih memilih untuk mengabaikan prosedur tersebut demi kepentingan kemanusiaan yang dianggap lebih penting. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyederhanaan dan percepatan mekanisme perizinan agar tidak menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan bencana.
Dari sisi sosial, penggalangan sumbangan tanpa izin juga dipicu oleh adanya jaringan solidaritas yang kuat di masyarakat. Rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan membuat masyarakat terdorong untuk secara spontan membantu sesama yang terkena musibah. Keinginan untuk saling berbagi dan membantu tanpa batasan administratif menjadi dasar kuat di balik tindakan penggalangan dana yang kadang berjalan sendiri-sendiri dan tanpa koordinasi resmi. Hal ini sekaligus menunjukkan potensi besar kekuatan sosial yang dapat dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana jika diarahkan dengan baik.
Namun demikian, penggalangan dana tanpa izin juga menimbulkan risiko yang tidak dapat diabaikan. Ketidakjelasan penggunaan dana, potensi penyalahgunaan, dan lemahnya pengawasan dapat merugikan korban bencana maupun para donatur. Oleh karena itu, meskipun dorongan untuk membantu sangat besar, kepatuhan terhadap aturan hukum terkait penggalangan sumbangan tetap menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas bantuan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat sosialisasi dan memberikan kemudahan dalam proses perizinan agar penggalangan dana dapat berjalan tertib dan berdampak positif.
Dengan demikian, fenomena masyarakat yang menggalang sumbangan tanpa izin pemerintah saat bencana alam merupakan akibat dari berbagai faktor yang kompleks, mulai dari kondisi darurat, keterbatasan pemahaman hukum, persepsi terhadap pemerintah, hingga dinamika sosial masyarakat itu sendiri. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor tersebut menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif dalam mengelola bantuan bencana. Upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan agar penggalangan sumbangan dapat dilakukan dengan tertib hukum namun tetap cepat, efektif, dan menjangkau seluruh korban bencana.

1. Faktor Sosial-Kemanusiaan
Sosial kemasyarakatan adalah segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama antarindividu dalam masyarakat, termasuk interaksi sosial, norma, nilai, hubungan antarwarga, serta upaya untuk menciptakan keteraturan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.
Menyatakan bahwa: Sistem kemasyarakatan terdiri atas norma-norma sosial yang mengatur kehidupan kelompok manusia agar tercipta keteraturan sosial.14 Mendefinisikan interaksi sosial sebagai dasar dari kehidupan sosial dan kemasyarakatan: Sosial kemasyarakatan adalah hasil dari interaksi sosial berulang yang membentuk pola kehidupan kelompok.15
Masyarakat Indonesia memiliki rasa solidaritas dan gotong royong yang tinggi, terutama saat terjadi bencana. Akibatnya:
· Banyak yang tergerak untuk membantu tanpa menunggu izin formal.
· Muncul inisiatif spontan untuk menggalang dana di jalan, media sosial, atau komunitas lokal.
2. Lemahnya Penegakan Aturan
Sesuai UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, setiap kegiatan pengumpulan sumbangan harus mendapat izin resmi. Namun:
· Penegakan hukumnya kurang tegas atau selektif.
· Banyak petugas yang tidak melakukan pengawasan langsung terhadap penggalangan dana dadakan.
· Lemahnya Penegakan Regulasi
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Meskipun sudah ada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, implementasinya masih lemah. Beberapa masalah:
· Pengumpulan dana tanpa izin tetap marak.
· Sanksi terhadap pelanggaran penanggulangan bencana jarang ditegakkan secara tegas.
· Banyak pihak tidak tahu atau mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Koordinasi Antar Lembaga Lemah
· Banyak	bencana	melibatkan	lintas	sektor	(BPBD,	Dinas Sosial, Kementerian PU, TNI/Polri), namun koordinasinya tidak efektif.
· Tumpang tindih wewenang sering terjadi antara pemerintah pusat dan daerah.
· Akibatnya: tindakan hukum tidak konsisten atau saling lempar tanggung jawab.

4. Kurangnya SDM dan Infrastruktur Penegakan
· Petugas hukum atau aparat yang memahami secara khusus penanganan bencana masih terbatas.
· Pengawasan di lapangan, seperti terhadap penggalangan sumbangan liar atau eksploitasi korban, sulit dilakukan.
5. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat
· Banyak masyarakat tidak tahu bahwa:
· Penggalangan sumbangan butuh izin (UU No. 9 Tahun 1961),
· Menyebarkan hoaks bencana bisa kena pidana (UU ITE),
· Menimbun bantuan bisa dihukum.
· Budaya hukum masih lemah: hukum dianggap "berlaku hanya kalau ada aparat."
6. Tidak Adanya Instrumen Hukum Khusus Penindakan Cepat
· Saat bencana, hukum darurat sangat dibutuhkan. Tapi:
· Tidak semua daerah punya Perda/Perkada tanggap darurat.
· Peraturan teknis sering terlambat diterbitkan saat krisis sudah terjadi.
· Tidak ada sistem cepat untuk memproses pelanggaran hukum saat bencana.
Contoh Kasus Konkret, Pengumpulan dana bencana tanpa izin di jalan raya atau online marak tapi jarang ditindak., Korupsi dana bantuan (seperti di kasus Tsunami Aceh atau gempa Palu) membuktikan lemahnya kontrol hukum pascabencana.

7. Kemudahan Teknologi Digital
Masyarakat kini mudah mengakses platform penggalangan dana online seperti:
· Kitabisa, Gofundme, dan lainnya
· Transfer via e-wallet atau QRIS Hal ini membuat pengumpulan sumbangan bisa dilakukan tanpa kontrol dari pemerintah.
Meningkatnya Pengumpulan Dana Ilegal
· Banyak individu/kelompok menggalang dana tanpa izin resmi dari instansi seperti Dinas Sosial atau Kemensos.
· Tidak	semua	kampanye	online	diverifikasi,	sehingga rawan penyalahgunaan.

8. Potensi Penipuan dan Penggelapan
· Masyarakat sulit membedakan mana penggalangan dana yang benar dan mana yang palsu.
· Ada kasus penipuan berkedok bantuan bencana, terutama saat krisis besar terjadi.

9. Pemerintah Sulit Mengawasi
· Transaksi digital sulit dideteksi oleh aparat, apalagi jika penggalang dana tidak berbadan hukum.
· Kurangnya regulasi khusus untuk mengatur platform digital membuat pengawasan jadi lemah.
10. Mengganggu Kegiatan Bantuan Resmi
· Penggalangan liar bisa menciptakan tumpang tindih dengan lembaga resmi seperti BPBD, Palang Merah, atau Baznas.
· Distribusi bantuan menjadi tidak merata atau tidak tepat sasaran.

11. Melemahkan Supremasi Hukum
· Banyak masyarakat tidak peduli bahwa pengumpulan dana publik wajib izin (menurut UU No. 9 Tahun 1961).
· Budaya hukum makin luntur jika praktik ilegal dibiarkan.

12. Tidak Tahu atau Mengabaikan Regulasi Banyak masyarakat:
· Tidak tahu bahwa pengumpulan sumbangan harus berizin.
· Menganggap niat baik cukup sebagai dasar, tanpa melihat aspek legalitas.

13. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah
Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa kegiatan penggalangan dana harus memiliki izin resmi., Informasi tentang aturan ini tidak tersampaikan secara merata, terutama di daerah terpencil atau masyarakat akar rumput.
14. Anggapan Bahwa Sumbangan Adalah Kegiatan Sosial Murni
Masyarakat sering menganggap bahwa menggalang dana untuk korban bencana adalah aksi kemanusiaan yang tidak memerlukan izin., Ada pandangan bahwa "niat baik" sudah cukup tanpa harus melalui prosedur hukum.
15. Kebutuhan Mendesak Saat Bencana, Dalam situasi darurat, masyarakat ingin bertindak cepat untuk membantu korban., Proses pengurusan izin dianggap memakan waktu dan menghambat bantuan.
16. Kurangnya Penegakan Hukum, Penindakan terhadap penggalangan dana ilegal cenderung longgar. Ini membuat masyarakat mengira bahwa izin bukanlah sesuatu yang penting atau wajib.
17. Minimnya Edukasi Hukum, Sebagian besar masyarakat tidak memahami pentingnya regulasi dalam pengumpulan dana, termasuk perlindungan dari penipuan. Mereka tidak menyadari bahwa tanpa izin, penggalangan dana rawan disalahgunakan.
18. Pengaruh Media Sosial dan Platform Digital, Banyak yang menggunakan media sosial untuk menggalang dana tanpa mempertimbangkan legalitasnya.. Platform digital memberi kemudahan, tapi tidak selalu mengedukasi tentang keharusan izin.
19. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah, Regulasi tentang izin pengumpulan dana jarang disosialisasikan ke publik., Pemerintah daerah dan BPBD kadang tidak memberi arahan jelas saat bencana terjadi.. Kecepatan Tanggap yang Dianggap Lemah Ketika pemerintah dinilai lamban dalam memberikan bantuan, masyarakat lebih memilih:, Bergerak sendiri,Menggalang sumbangan langsung, karena dianggap lebih cepat menjangkau korban.

C. Solusi Yang Diberikan Apabila Ada Pemungutan Sumbangan Saat Bencana Alam Tanpa Izin Di Kota Medan
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak di kawasan strategis, namun sekaligus memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan berada di antara tiga lempeng tektonik aktif—yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik—Indonesia masuk dalam kategori wilayah dengan risiko geologi tertinggi di dunia. Kondisi ini menyebabkan negara ini sangat rawan terhadap bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi, yang terjadi secara berkala dan tidak jarang menimbulkan dampak yang masif bagi masyarakat dan infrastruktur.
Tidak hanya risiko geologi, posisi Indonesia di garis khatulistiwa serta iklim tropis membuatnya juga rentan terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang terus berlangsung telah memperparah intensitas dan frekuensi bencana hidrometeorologi ini. Misalnya, musim hujan yang datang tidak menentu dengan curah hujan ekstrem menyebabkan banjir di berbagai kota besar, sementara musim kemarau panjang berdampak pada kelangkaan air bersih dan gagal panen di wilayah pedesaan. Dengan kata lain, kondisi geografis dan iklim Indonesia adalah faktor utama yang menjadikan negara ini sebagai salah satu wilayah paling rawan bencana di dunia.
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), rata-rata terjadi lebih dari 2.500 kejadian bencana setiap tahun di seluruh wilayah Indonesia, yang mayoritas berupa bencana hidrometeorologi. Jumlah tersebut menunjukkan betapa seringnya masyarakat Indonesia harus berhadapan dengan ancaman bencana yang tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan gangguan pada sistem sosial. Setiap tahun, ribuan orang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga akibat bencana yang melanda secara berulang.
Kerentanan Indonesia terhadap bencana juga diperparah oleh faktor struktural lainnya seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, urbanisasi yang tidak terkendali, degradasi lingkungan, dan minimnya kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat. Banyak daerah yang seharusnya menjadi kawasan lindung atau zona rawan bencana justru dikembangkan menjadi kawasan permukiman, industri, atau pariwisata tanpa memperhatikan aspek mitigasi risiko bencana. Akibatnya, ketika bencana terjadi, dampak yang ditimbulkan menjadi jauh lebih besar dan kompleks untuk ditangani.
Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa bencana alam di Indonesia bukan hanya persoalan alamiah, tetapi juga mencerminkan masalah tata kelola ruang, perencanaan pembangunan, dan ketidaksiapan sistem hukum dan kelembagaan. Oleh karena itu, penanggulangan bencana tidak cukup hanya bergantung pada respons darurat setelah kejadian, tetapi harus diletakkan dalam kerangka kebijakan nasional yang komprehensif dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana (PRB) secara berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal harus bersinergi dalam membangun sistem ketahanan bencana yang tangguh dan inklusif.
Sebagai negara yang telah berkali-kali mengalami bencana besar, seperti tsunami Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006, erupsi Gunung Merapi, banjir Jakarta, hingga gempa dan tsunami di Palu dan Lombok, Indonesia telah memiliki pengalaman dan pembelajaran berharga dalam hal manajemen bencana. Sejumlah kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pembentukan BNPB, serta rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana, merupakan bentuk komitmen negara untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana. Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, terutama dalam hal sosialisasi, pendanaan, dan kesiapsiagaan masyarakat.
Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat sistem pengelolaan risiko bencana secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem peringatan dini, pendidikan kebencanaan di sekolah, hingga pemberdayaan masyarakat lokal sebagai garda terdepan dalam mitigasi dan respons bencana. Kesadaran kolektif bahwa Indonesia adalah negara dengan risiko bencana tinggi harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
Dengan pemahaman akan posisi Indonesia sebagai negara yang sangat rentan terhadap bencana alam, maka menjadi kewajiban bersama bagi seluruh elemen bangsa untuk tidak hanya bereaksi setelah bencana terjadi, tetapi juga bekerja sama dalam mencegah dan mengurangi risiko bencana sejak dini. Ketahanan terhadap bencana bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan hukum, tata kelola, kesadaran, dan budaya. Oleh karena itu, membangun sistem perlindungan yang kuat dan adaptif merupakan langkah mutlak demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, tangguh, dan berkelanjutan di tengah ancaman bencana alam yang terus membayangi.
1. Negara Beresiko Bencana Alam
Berdasarkan data yang diperoleh dari World Risk Index (WRI) tahun 2023, terdapat 10 negara yang menduduki peringkat teratas dengan indeks risiko bencana alam tertinggi di dunia, yakni : Filipina, Indonesia, India, Meksiko, Kolombia, Myanmar, Mozambik, Rusia, Banglades dan China.
Negara yang memiliki indeks risiko bencana alam tertinggi di dunia dalah Filipina. Filipina menduduki peringkat pertama dengan indeks risiko bencana sebesar 46,86%, peringkat kedua adalah Indonesia dengan indeks risiko bencana sebesar 43,5%, kemudian disusul oleh India yang menduduki peringkat ketiga dengan indeks resiko bencana mencapai 41,57%. Sebaliknya, Andorra dan Monaco memiliki indeks risiko bencana alam terendah di dunia, dengan masing-masing indeks risiko bencana sebesar 0,22% dan 0,24%. Indeks risiko bencana ini dihitung dengan mempertimbangkan tingkat keterpaparan suatu negara terhadap bencana alam dan seberapa rentan negara tersebut terhadap bencana (WRI, 2022).16
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Tindakan hukum terhadap pemungutan sumbangan tanpa izin dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau otoritas terkait dapat dikenai sanksi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
Menyatakan bahwa setiap kegiatan pengumpulan sumbangan wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan UU No.9/1961
Izin pengumpulan uang atau barang diberikan oleh pejabat pemerintah, tergantung skala kegiatan.
Untuk	bencana	daerah,	izinnya	biasanya	diberikan	oleh BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Penanganan bantuan sosial dan logistik harus dilakukan sesuai prosedur dan melalui lembaga yang berwenang.
c. KUHP Pasal 378 (Penipuan) dan 372 (Penggelapan) – Jika dana sumbangan disalahgunakan atau tidak disalurkan sesuai tujuan.
Tindakan Hukum yang Dapat Diberlakukan
1. Sanksi Administratif
a. Pembubaran kegiatan penggalangan dana
b. Penyitaan dana atau barang hasil sumbangan
c. Pencabutan izin organisasi (jika dilakukan oleh lembaga)
2. Sanksi Pidana
· Jika terbukti ada unsur penipuan, penggelapan, atau penyalahgunaan dana, pelaku dapat dijerat:
· Pasal 378 KUHP (Penipuan): ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun.
· Pasal 372 KUHP (Penggelapan): ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun.
3. Pemanggilan dan Pemeriksaan
· BPBD atau dinas sosial dapat bekerja sama dengan kepolisian atau kejaksaan untuk memanggil pelaku dan melakukan investigasi.
Contoh Kasus
Jika ada individu atau organisasi yang melakukan pengumpulan dana untuk korban bencana (misalnya lewat media sosial, kotak amal keliling, atau konser amal) tanpa izin resmi dari BPBD atau dinas sosial, maka:
· Kegiatan itu ilegal.
· Jika terjadi aduan dari masyarakat atau ditemukan penyimpangan, pelaku dapat diproses hukum sesuai KUHP atau UU terkait.
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